
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
len lang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaporan Barang
Milik Daerah;

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kola Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun
pedoman teknis tentang Pelaporan Barang Milik Daerah;
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Pasall
Dalam Peraturan WallKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota
adalah WallKota Banjarmasin.

5. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin selaku PengelolaBMD.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPDadalah unsur pembantu WaHKota dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBDatau berasaJ dari perolehan lainnya yang
sah.

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANWALlKOTATENTANGPEDOMANTEKNIS
PELAPORANBARANGMILIKDAERAH

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 7 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Kota
Banjannasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjamasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjannasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor63);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjannasin Tahun 2018 Nomor
15);

Menetapkan:



10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah KotaBanjarmasin.

11.Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi PengelolaanBMD.

12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPDyang
mempunyai fungsi Pengelolaan BMD selaku pejabat
pengelolakeuangan daerah.

13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
Penggunaan BMD.

14.Unit Kerja adalah bagian SKPDyang melaksanakan satu
atau beberapa program.

15.Kuasa Pengguna BMDyang selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan BMDyang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

16.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada
Pengguna Barang.

17.Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus
Barang adalah Pejabat darr/atau Jabatan Fungsional
Umumyang diserahi tugas mengurus barang.

18.Pengurus Barang Pengelolaadalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan
Barang.

19.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional
umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna
Barang.

20. Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD
pada Kuasa Pengguna Barang.

21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengeloladan menatausahakan
BMDyang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPDyang
bersangkutan.

22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

23. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain
kementeriarr/Iembaga dan Pemerintah Daerah.

24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada
Pihak Lain, tanpa memperolehpenggantian.

25. Penyertaan ModalPemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham
Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara.



Pasa14
(1) BMO sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 dilarang

digadaikan/ dijarninkan untuk mendapatkan pinjarnan
atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.

(2) BMO sebagaimana dimaksud dalarn Pasa13 tidak dapat
disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BMOmeliputi:
a. BMOyang dibeli atau diperoleh atas beban APBO; atau
b. BMOyang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal3

Pasal2
Ruang lingkup yang diatur dalarn Peraturan Wali Kota ini
adalah Pelaporan BMO.

BABII
RUANGLINGKUP

27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMO sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan
BMO ke dalarn daftar barang yang ada pada Kuasa
Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola
Barang menu rut penggolongan dan kodefikasi barang.

29. Inventarisasi atau disebut juga Sensus adalah kegiatan
untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan BMO.

30. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan
penyarnpaian data dan informasi yang dilakukan oleh
Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna
atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMO pada
Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau
Pengelola Barang.

31. Oaftar BMO atau Oaftar Barang adalah daftar yang
memuat data seluruh BMO.

32. Laporan BMO adalah laporan yang disusun oleh
Pengelola Barang dari laporan barang pengelola dan
laporan Pengguna Barang secara semesteran dan
tahunan.

33. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi
keuangan dengan transaksi pembukuan BMO
berdasarkan dokumen sumber yang sarna

26. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMO dari
Oaftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.



Pasal8
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang

kuasa pengguna untuk disampaikan kepada Pengguna
Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan barang pengguna.
(3) Laporan barang kuasa pengguna sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap
bulan dan semester.

Pasal 7

(1) Pelaporan BMDterdiri dari:
a. perolehan/ penerimaan;
b. Penggunaan;
c. penerimaan internal Pengguna Barang;
d. pengeluaran internal Pengguna Barang;
e. Pemanfaatan;
f. reklasifikasi;
g. koreksi;
h. penyusutan atau amortisasi;
i. persediaan;
J. pengamanan; dan
k. Penghapusan.

(2) Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kesatu
Penyusunan Pelaporan

BAB III
PELAPORAN

Pasal5
(1) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
dilengkapi dokumen perolehan.

(3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) bersifat berwujud dan tidak berwujud.

Pasal6
BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari Hibah/ sumbangan atau

yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjianj'kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau

e. barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan
Inventarisasi.



Pasal11
(1) PengelolaBarang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan

Barang menyiapkan Laporan BMD semester I dan
semester II untuk disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan
Agustus tahun berkenaan.

(3) Laporan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterima laporan hasil pemeriksaan oleh Badan
PemeriksaKeuangan Republik Indonesia.

Pasal10
(1) PengelolaBarang menyusun laporan barang pengelola.
(2) Laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)disusun setiap bulan dan semester.
(3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud

Pasal 8 ayat (2) dan laporan barang pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun
setiap semester dihimpun oleh Pengelola Barang
sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.

(4) Dalam menghimpun laporan barang pengguna dan
laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat
Penatausahaan Barang.

(5) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan penyusunan neraca
Pemerintah Daerah.

(5) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan neraca
SKPDuntuk disampaikan kepada PengelolaBarang.

Pasal9
(1) Laporan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) diserahkan paling lambat 10 (sepuluh)
hari bulan berikutnya.

(2) Laporan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3)diserahkan paling lambat:
a. semester I yaitu minggu keempat bulan Juli tahun

berkenaan; dan
b. semester II yaitu minggu kedua bulan Februari

tahun berikutnya.

(4) Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang
pengguna yang disusun setiap semester sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna
Barang sebagai bahan penyusunan laporan barang
pengguna.



Pasal13
(1) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dilakukan oleh:
a. Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang

Pembantu;
b. Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang

Pengelola;
c. Pengurus Barang Pengguna dengan pelaksana fungsi

akuntansi pada Pengguna Barang; dan
d. Pengurus Barang Pengeloladengan pelaksana fungsi

akuntansi yang menyusun laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga)bulan
sekali dalam periode tahun berjalan.

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dan huruf d dilaksanakan paling sedikit 6 (enam)bulan
sekali atau setiap semester dalam periode tahun
berjalan.

(4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara hasil Rekonsiliasi.

(5) Format berita acara hasil Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal12
(1) Dalam menyusun Laporan BMD perlu dilaksanakan

Rekonsiliasi.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit terhadap:
a. perolehan/ penerimaan;
b. Penggunaan;
c. penerimaan internal Pengguna Barang;
d. pengeluaran internal Pengguna Barang;
e. reklasifikasi;
f. koreksi;
g. Penghapusan;
h. saldo awal tahun berjalan; dan
i. saldo akhir tahun berjalan.

BagianKedua
Rekonsiliasi
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IKHSAN !8UDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 98

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 J gus' (.....3
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA
+-

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 .l\gustus 2(23
WALl KOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota In! dengan
pcnempalannya dalam Berita Daerah Kota 8anjarmasin.

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai bcrlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


